
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sudah beberapa 
kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerlntahan 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 5 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

ten tang 
dalam 

Negara 

Nomor 14 Tahun 1950 
Daerah-daerah Kabupaten 

Propinsi .Jawa Barat (Berita 

I. Undang-Undang 
Pembentukan 
Lingkungan 
Tahun 1950); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tabun 2016 
tentang Desa, dipandang perlu adanya tindaklanjut 
ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan 
Badan Permusyawaratan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Pedoman 
Pelaksaan Badan Permusyawaratan Desa. dengan 
Peraturan Bupati. 

NOMOR : 6 Tc.nun 201e 
T&NTABQ 

:PEDOMAN :PELAKSA.NAAN 
BADAN :PERMUS\'AWARATA!i DESA 

DEN'GAN RABMAT Tt1HAli YANG MAHA ESA 

BUPATt BEKASI, 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

Mengmgat 

Menimbang 



PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

MEMUTUSKAN : 

5 Peraturan Pemerint:a.b Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraruran Pelaksanaan Undang·Undang Nomor 6 
Tahun 20 I" tencang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 
eelah diubah dengan Peraruran Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Peraruran 
Peme:rintah Nomor 43 Tahun 2014 centang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5717); 

6. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
rentang Pedoman Tekms Peraturan di Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor J 12 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republil< 
Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 2092), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraruran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pemilihan 
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nemer 1221); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

9. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 89); 

11. Peraturan Daerab Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 
Nomor 6); 

12. Peraruran Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 8). 

Menetapkan 

- 



• 

Pasal 1 
.,:;, = ?eranuan Bupan ini yang dimaksud dengan : 

'Ac:ah adalah Kabupaten Bekasi; 
~tah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

S::;,at, adalah Bupati Bekasi; 
c Oor>at ada!ah pemimpin dan koordinator penyelenggara Pemerintahan di 

..,...:,ah kena Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
j.>dmlpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani ..,...gian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan rugas umum 
paz.-'ltahan; 
:lesa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
.-;ayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
,:,ez::;cnn,ahan, kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan 
pn,ll;ar'sa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau ha.k tradisional yang diakui 
.r: dihonnati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

l::danesla. 
?emenntahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
..epenongan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
!i'.esaruan Republik Indonesia; 

• '\adan Permusyawaracan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
.cnbaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
mcrupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
..-Jayah dan ditetapkan secara demokratis; 
"cnle1 mtah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebag;ai unsur 
;:,en:,,-elenggara Pemerintahan Oesa; 

9 :.epala Desa adalah unsur pemerintahan Oesa yang memimpin 
;,enyelenggaraan Pemerintah Desa; 

O ?eng1s1an Badan Pennusyawaratan Desa adalah proses pengisian yang 
cilaku kan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung 
atau musyawarah perwakilan untuk mengisi keanggotaan BPD; 
\!usyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, 
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati ha! 
~ ang bersifat strategis; 

·' Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi 
BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa: 

3 Laporan Ket;rangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjulnya 
disingkat LKPPO ada!ah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian 
pelaksanaan cugas Kepala Oesa dalam satu tahun anggaran; 

1 ~ Sisa . Lebih . Peng_hitungan . Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA 
adalan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 
satu penode anggaran . 



• 

Pasal 5 
1, Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang t 
perempuan sebagai anggota BPD. 

Pasal 4 
• Pengisian anggota BPD berdasarkan ketervvakilan wilayah sebagaimana y 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota 
BPD dari unsur wakil wilayah dusun, 

2 Unsur wakil wilayah du-sun sebagaimana dimaksud pada ayat (11 adalah 
masyarakat desa dari wilayab dusun. 

i3 W!layah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (lj adalah lingkUp 
wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan 
jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. 

4 Jumlab anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan 
jumlah penduduk. 

Pasal 3 

::.mg,s1an anggota BPD, dilakukan melalui : 
Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan / 

- Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan. 

Pasal 2 
1 ""g;;o,.a BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berd.ao,;arl<a.n 

;..ererwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengis1annya 
tfilalrukan secara demokrans melalui proses pemilihan secara langsung 
":au musyawarah perwakilan. 

_ ~e-.apan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
r.iemperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. 

;.J; Jumtah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lirna) orang dan paling banyak 
9 (sembilan) orang, 

~ ~ ilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dusun. 
" Penecapan jurnlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayac (3) 

daentukan sebagai berikut: 
« Jumlah penduduk di atas 5.600 (lima ribu enam ratus) orang, maka 

anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang; 
b Jumlah penduduk di atas 4.000 (empat ribu) s.d 5.600 (lima ribu enam 

ratusl orang, maka anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; 
c Jumlah penduduk s.d 4.000 (empat ribu] orang, mak" anggo,:a BPD 

berjumtah 5 (lima) orang. 

Bagian Kesatu 
Pengisian Anggota BPD 

BA.Bil 
KEANGGOTAAN BPD 



- Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat {I) 
=paik~n o_Ieh ~ep~la Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 
'-JUhj han sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk 

::l.-esmikan oleh Bupati. 

Pasal9 
Ca.Ion anggota BPD cerpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa 
pa.!ng lama 7 [tujub) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan 
:'la..~ua. 

.:..Jon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara 
=t>anyak. 

Pasal 8 
n.:am ha! mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui 
?n&eS pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), 
i;anma pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota 
3?0 oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. 

O,,lam ha! mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui 
.,.,,.ses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
..... t J 1. calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan 
oleh unsur wakil masyarakac yang mempunyai hak pilih . 

Pasal 7 
!'2!,:na sebagairnana dimaksud pada Pasal 6 ayat ( 1) melakukan 
;,c:,.,a.~ngan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 
6 tfflam bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakbir. 
;:;;. ..... calon anggota BPD yang memenuhi syarar ditetapkan ..,ba~:,,i ulo,.. 
iClwJl8. BPD. 
!i'el:,g)Slan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (!) 
pcng 1.a;nbat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakbir. 

• 

Pasa16 
f'--!CI= anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) 
~n oleh panitia dan panitia pembantu tiap-tiap Dusun yang 
~ ..,.,. p.:an dengan Keputusan Kepala Desa. 

~ pamna sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) berjumlah 
le<mbiian) orang. terdiri dari 3 (tiga) orang perangkat desa dan 6 (enam) 

cx:z:::_g ..msur masyara.kac. 
;>£.Lia pembantu tiap-tiap Dusun sebanyak 2 (dua) orang. 
;;-,,.. • wasyarakat sebagaimana dimaksud merupakan wakil dari wilayah 
¢:rr 

ui1 perempuan sebagaimana cimaksud pad.a a-yat 1, adalah perempuan 
,~ C..'"Sa yang rnemenuhr syarat calon anggota BPD serta memili.k, 

~pcan dalam menyuarakan dan mem.perjuangan kepent.ingan 
~an 
?t,;;;,,-""1 unsur wakil perempuan sebagaimaria dimaksud padA ayat (1) ~ 
~ oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pili.h. 



' 

?asa,; 10 
~a.-a,an yang harus dipenuht oleb calon anggota BPD dalam 
mc,c,a;: . .l,:an pendafraran ac!alah 
a, Warga xegara Republik Indonesia. 
b. ben.ak..,,a kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
e memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, meJaksanakan 

l:ndang-Undang Dasar Negara Republik lndoneoia Tahun 1945, sens. 
:nernpen.ahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik 
l.l'ldones1a dan Bhinneka Tunggal lka; 

c, berpendidikan paling rendah tarnat sekolah menengah pertama 
atau sederajat, dibuktikan dengan menunjukk.an ijazah asli; 

e oerussa paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah 
:;cnikah: 

I. eukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; 
g, bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; 
• wa.kil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan 

bertempat tinggaJ di wilayah pemilihan: 
ndak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan 
dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 

, sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan 
Surat Keterangan dokter pemerintah dari RSUD; 
ridak pernah menjabat sebagai anggota 6PD selama 3 (ugaj l<ali 

,__ masa jabatan, baik berturut-turur maupun tidak berturut-turut; 
- bagi bakal calon BPD dari unsur Pegawai Negeri Sipil atau 

Aparatur Sipil Negara, wajib melampirkan Surat Izm dari atasan 
langsung dan Perangkat Daerah yang kewenangannya dalam 
lingkup administrasi kepegawaian daerah. 

?ersyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPD 
dalarn mengajukan pendaftaran adalah : 
a. Surat pernyacaan bertakwa kepada TUhan Yang Maha Esa yang dibuat 

diatas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Calon Anggota BPD; 
b. Surat Pernyataan memegang ceguh dan mengarnalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesa tu an Repu blik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka 
dibuat diatas bermarerai cukup dan ditandatangani oleh Calon 
Anggota BPD; 

c Surat Pemyataan bersedia dicalonkan menjadi Calon Anggota BPO 
diatas bermaterai cukup dan ditandat.angani oleh Calon Anggota BPD; 

d. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTBJ dan/acau ijazah yang 
telah mendapat pengesahan/legalisir dari Kepala Sekolah yang 
bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten/Kota dan menunjukkan aslinya pada saat pendafcaran; 

e. Photo copy Akta Kelahiran a tau Surat Keterangan/ Kenai Lahir yang 
sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 

t. Photo copy Kartu Tanda Penduduk yang sudah dilegalisir oleh Pejabat 
yang berwenang; 



, 

Pasal 11 

l] Percsmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati palmg lama 
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Japoran hasil pemilihan anggota BPD 
dari Kepala Desa. 

·2) Ke_putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku 
sejak tanggal pengucapan surnpah danjanji anggota BPD. 

(3) Penguc~pan_ sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya 
keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD. 

Bagian Kedua 
Peresmian Anggota BPD 

g Surat Keterangan sedang cdalc dicabut hak pilihnya berdasarlcan 
Kepurusan Pengadilan yang relan mempunyai kekuatan hukum eetap, 
clan Pengadilan Negen. 

11 Surat Kecerangan tidal< pemah dihukum karena melakukan tindak 
pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun 
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, dan Pengadilan Negeri; 

t Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemenntah atas dasar hasil 
pemenksaan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan 
dapa,/tidak melaksanakan rugas dan kewajiban sebagai 
Calon Anggota BPD; 

J Surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter Pemerintah; 
k. Surat Pemyataan belum pemah menjabat sebagai anggota BPD 3 (tiga) 

kali masa jabatan, baik berturut-rurut maupun tidak berturut·wrut; 

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCKJ; 
~ Bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri menjadi Calon 

.-, Anggota BPD harus mendapatkan lzin tertulis dari pejabat Pembina 
kepegawaian; 

n. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Cal on Anggota 
BPD melampirkan Surat Permohonan izin Cuti dari kepala desa dan 
apabila kepala desa tidak mengeluarkan izin cuti, maka izin cuti 
dikeluarkan oleh Camat; 

o. lzin tertulis dari pejabat yang berwenang (bagi TN!/Polri, pegawai 
BUMN) sesuai ketenruan perundang-undangan yang berta.J<u: 

p. Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan duandatangani oleh Calon Anggota 
BPD di atas materai cukup; 

q. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar; 
r. Mengisi formulir pendaftaran dan memasukkan persyaratan 

adrninistrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 
huruf r dimasukan ke dalam map/amplop besar terrutup dan d.itulis 
nama Calon. 
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(l I Anggota BPD berhenti karena: 
a. meninggaJ dunia; 
b. mengundurkan din; atau 
c, diberhentikan. 

PasaJ 16 

Bagian Keuga 
Pemberhentian Anggota BPO 

Pasal 15 
-'.nggota BPO yang telah melaksanakan surnpah dan JanJ• sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang 
c1tlo.ksanakan oten Pemerintah Kabupaten. 

Pasal 14 
Pengucapan sumpah/janj1 jabatan anggota BPO sebagaimana dimaksud 
<Warn PasaJ 13 ayat (2). didampingi oleh rchaniawan sesuai dengan 
agamanya masmg-masmg, 
Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana ctimak:sud pada ayat (I), 
anggota BPD yang beragarna: 
a. Islam. diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah": 
b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Derru 

Toban saya berjanJ1" dan di.alduri dengan frasa ·Semoga Tuhan 
menolong saya": 

e Budha. diawah dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan 
d. Hindu, diawali dengan frasa •om Atah Paramawisesa•. 

3 Setelah pengucapan sumpah/janj, sebagaimana dimalcsud pada ayat (II 
dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpab/janji. 

Pasal 13 

Anggou. BPO sebelurn memangku jabat:annya bersumpah/~ji secara 
bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupao atau 
i":)abar vang dnunjuk 
Susunan kata sumpah/janJi anggota BPD sebaga, berikut. 
~m, Allah/Tuhan, saya bersumpah/betJa.nJ• bahwa saya akan memenulu 
k"-.g•ban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan 
srbaik-baiknya, sejuJur-jujumya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan 
Si'lalu taat dalam mengamalkan dan mempertahanlcan Pancasila sebagaJ 
dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasa 
..an Undang·Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus­ 
!.lrusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesaruan Republik 

Indonesia". 

Pual 12 
Masa L:ean££C:.a&r BPD selama 6 enamr tahun rerhitung seJak tanggal 
pengucapar. sc;mpan/JanJL 

~ AJ:ggota BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk 
maAA keanggotaan palmg banyak 3 (uga) kalJ secara berturut-rurue at.au 
tidal< oecara berturut-turut, 
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Pasal 18 

~ta BPO diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dnetapkan 
.e ~ tersangka da.Jam tindalc pidana korupsi, terorisme, makar, ca.- atau nndak pidana terhadap keamanan negara, 

- Ctc....., hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan 
IC1lll,a1 pnnpinan BPO, diikuti dengan pemberhentian sehagai pimpman 
a<>c 
!lialam hal pimpinan BPD diberhennkan sebagaimana dimaksud pada Q}''at 
- p::np1nan SPD lainnya memlmpm rapat pemilihan pimpinan BPD 

p,ngganu antarwaktu, 

Bagian Keernpat 
Pemberhentian Sementara 

Pasal 17 

I' -berhentian anggota BPD diusulkan oleh punplnan BPD berdasarkan 
l:as:J mus, awarah BPD kepada Bupau melalu.i Camat. 
Ca::,.o: rnenindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPO kepada Bupati 
~ lama 7 (tUJUhJ ban sejak duerimanya usul pemberhentian 
&..-;au menetapkan pemberhentian anggota BPD paling Jama 30 (tiga 
pcluh) hart sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD. 
i'imetapan pemberhentian anggota BPD sehagaimana dimaksud pada 
-· fJI ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

~ BF.:> di"bert:=tikar: ~ dunek=d pau a~-at fll b.:nz! c, 

a. ~kh.:- masa keanggo,aa:1, 
ucal< dapa, melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
btthalangan tetap secara berturut-turur selama 6 (enam) bulan tanpa 
i<"'nangan apapun. 

c. cri..l< lagt memenuhi syarat sebaga; anggota BPD, 

txLik me iaksanakan kewajiban, 
e ="'nggar larangan sebagai anggota BPD; 

odanggar surnpah/JanJtJabaran dan kode euk BPD; 
g. c.:::, a~an bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

_;,.,..roleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pJdana 
Ck:-:,tan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

b. tidak menghadin rapat panpuma dan/atau rapat BPD hllnnya yang 
mr:-_·.ciJ rugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut 
tanpa alasan yang sah. 
Ada.'l)& perubahan Status Oesa menJad1 kelurahan, penggabungan 
J •dua1 Desa atau lebih menjadi I (satu) Oesa baru, pemekaran atau 
r,enghapusan Desa; 
berternpat tanggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau 

.._ d:Ietapkan sebap, c.alon Kepala Oesa 



.. 

Anggota BPD dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa 

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; ' 

Bagian Keenam 
Larangan Anggota BPD 

Pasal 23 

Pasal 22 
11 Penggantian aruarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa 

masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan, 
21 Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kosong sampai 

berakhirnya masajabatan anggota BPD. 

Pasal 21 
' Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjut.kan sisa masa jabatan 

anggota BPD yang digantikannya. 
2, Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {II dihnung 1 (satu) 

periode. 

Pasal 20 
Pahng, lama 7 [tujuh] hari sejak anggota BPD yang diberhentikan 
antarwaktu ditetapkan. Kepala Oesa menyampaikan usulan nama calon 
pengganti anggota BPO yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat. 

2 Palmg Jama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang 
diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat 
menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang 
dJberhentikan kepada Bupati. 

3 Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD rnenjadi anggota BPD 
dengan kepurusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) bari sejak 
disampaikannya usul penggantian anggota BPO dari Kepala Desa. 

~ Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku 
sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati auiu pejaba, 
yang dirunjuk. 

::, Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. 

Pasal 19 
1 .\nggora BPD yang berheno antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD 

nomor urut berikutnya berdasarkan basil pemilihan anggota BPD. 
2J Dalam ha! caloo anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana 

dtmaksud pada ayat (I) meninggal dunia, mengundurkan dlri atau tidal< 
;agi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPO, digantikan oleh calon 
anggota BPO nomor urut berikutnya. 

Bagian Kehma 
Pengisian Anggo,a 9PD Antarwaktu 



Pasal 25 
( l) Dalam rangka mendukung pelaksanaan rugas kelembagaan BPD, BPD 

dapat mengusulkan mengangkat I (satu) orang tenaga staf adminisrrasi 
BPD deogan status bukan sebagai perangkat desa. 

l2) Sebelum pengangkatan tenaga staf adminietrasi sebagaimana dunaksud 
pada ayat (11, BPD melakukan konsultasi kepadaCamat. 

(3) Persyaratan untuk diangkat sebagai tenaga staf administrasi adalah 
sebagai berikut: 
a. Pendidikan formal minimal SLTA; 
b. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun; 

. 
Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD. 

141 Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipirnpin oteh ketua bidang; 

l5) 

II f.:elembagaan BPD terdiri atas: 
a. pimpman; dan 
b. bidang. 

12) Punpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. l (satu) orang ketua; 
b. I (satu) orang wakil ketua; dan 
c. 1 [satu] orang sekretaris. 

t3l Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat {I) huruf b terdiri atas : 
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan 

kemasyarakatan; dan 
b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pasal 24 

BAB ll1 
KELEMBAGA.AN BPD 

:. rnelalrukan korupss. kolus, aa,.., nepousrce menenma uang. berang, 
dan,'atau Jasa dan pihak lam yang, dapat memengaruht kepurusan atau 
ondakan yang akan d.!lakukannya; 

e, menyalahgunakan wewena.ng; 
d.. melanggar sumpah/janji jabatan: 
e merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; 

merangkap sebagai anggota Dewan Pel'""'akilan Rakyat Repub~ Indonesia. 
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 
dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- 
undangan: 

g sebagai pelaksana proyek Desa: 
h menjadi pengurus partai politik: dan/atau 

menjad: anggota dan/atau pengurus organisasi rerlarang. 

11 
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.!3PD mempunyai rugas: 
a menggali aspirasi masyarakat; 
b menampung aspirasi masyarakat: 

Bagian Kedua 
TugasBPD 

Pasal 29 

SPD mempunyai fungsi: 
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersarna Kepala 

Desa; 
b menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakar Desa; clan 
c melakukan pengawasan kmerja Kepala Desa. 

Pasal 28 

BAB IV 
FUNOSI DAN TUOAS BPD 

Bagian Kesaru 
Fungsi BPD 

Pasal 27 

t Pimpinan dan ketua bidang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) 
yang terpilih, diretapkan dengan keputusan BPD. 

" Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {J) mulai berlaku 
setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati. 

Pasal 26 
Punpman BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dslam Pasal 24 
ayar (1) drpilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat 
BPD yang diadakan secara khusus, 

~ Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu 
oleh anggota termuda. 

3 Rapac pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling 
larnba, 3 (tigaJ hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. 

... Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena 
punpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau 
prrnpman BPD Iainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD. 

c Mampc mengoperasucan pera::glcat komputer mmnnal program rrucrosof • 
..-ord dan excel 

Tenaga star adminiscrasi sebag;umana dimaksud pada ayac (1), ayac (2) 
dan ayat 131 mendaparkan runjangan dan APBDesa. 

~ Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayar ( l) diberikan tiap bulan, 
dengan ketentuan besarannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa 
setelah perserujuan BPD. 
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Pasal 31 
11 Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di 

sekretariat BPD. 
2J Aspirasi .masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (!) diadmirustrasikan dan 

disampaikan dalarn musyawarah BPD. 

Bagian Keempat 
Menarnpung Aspirasi Masyarakat 

Pasal 30 
BPO melakukan penggalian aspirasi masyarakat. 

_ Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat dilakukan 
langsung kepada kelernbagaan dan masyarakat Oesa termasuk kelompok 
masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perernpuan, 
kelompok marjinal. 

' Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarab 
BPD yang dituangkan dalarn agenda kerja BPD. 

-' Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat 
maksud. rujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. 

SI Has1l penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam 
musyawarah BPD. 

Bagian Keuga 
Penggalian Aspirasi Masyarakat 

-~yalurKan asptrasr masyarakar, 
• ,:;!'n'"e~enggaralc.an musyawaraa BPD; 

~~~nggarakan musyawarah Desa; 
~ c:.cmbentuk paruua pemihhan Kepala Desa, 

a,enyclenggarakan musyawarah Desa khusus unruk pemillhan KepaJa 
:J,e,aa antarwaktu: 
,:,ttnbahas dan menyepakati rancangan Peraruran Desa bersama Kepala 
Desa. 
mtlaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa: 

k r,,ela.kukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan 
:lesa; 
r,:endptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan 
lembaga Desa Iainnya: dan 

= mela.ksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 
pc,undang-undangan. 
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Pasal 3~ 
.1 Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan 

BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. 
21 Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti 

musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraruran Desa, 
evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
menetapkan peraruran tata tertib BPD, dan usulan pemberhennan anggota 
BPD. 

3J BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai 
berikut: 
a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; 
b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabi!a dihadiri oleh paling sedikit 

2/3 (dua pertigaJ darijumlah anggota BPD; 
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna 

rnencapai rnufakat; 

Bagian Ketujuh 
Penyelenggaraan Musyawarah BPD 

Pasal 33 
BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk hsan dan atau 
tuhsan. 

2 Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD 
dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. 

J, Penyaluran aspirasi rnasyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( I J seperti penyarnpaian aspirasi melalui surat dalam 
rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
permintaan keterangan kepada Kepa!a Desa, atau penyampaian rancangan 
Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD. 

Bagian Keenam 
Penyaluran Aspirasi Masyarakat 

~ Pengad.ministrasian aspirasi 
oerdasarkan pembidangan 
pembangunan. pembinaan 
masyarakar Desa. 

3 ?erumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayac ( !) dilakukan 
dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masy~at Desa 
unruk clisampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata 
kelola penyelenggaraan pemerintanan yang balk dan kesejahteraan 
masyarakat Desa. 

pacla ayat (I) 
pemerintahan, 
pemberdeyaan 

sebagaimana dimaksud 
yang meliputi bidang 
kemasyarakatan dan 

Pasal 32 
BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadm1nistrasian dan 
perurnusan asprrasi. 

aagian Kel."!!la 

Perigelolaan Aspirasi Masyarakat 
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Pasal 35 
• Musyawarah Desa diselenggarakan oleb BPD yang difasilitasi oleh 

Pemermtah Desa. 
"1 Musyawarah Desa merupakan forum pennusyawaratan yang diikuti oleh 

BPO, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk 
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Cesa. 

3 Hal yang bersifat serategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a penataan Desa: 
b perencanaan Desa; 
c kerja sama Desa: 
d rencana invesrasi yang masuk ke Dese: 
e pembentukan BUM Desa; 
f penambahan dan pe!epasan Aset Desa; dan 

g. kejadian luar biasa. 
-' Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a tokoh budaya: 

b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat: 
d tokoh pendidikan: 
e. perwakilan kelompok tani; 
1 perwakilan kelompok nelayan; 
g perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak: dan 
J· perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan. 

~, Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
musyawarah Desa dapat rnelibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan 
kondis: sostal budaya masyarakat, dianraranya lembaga kemasyarakatan 
(RT. RW, Karang Taruna dan LPM). 

61 Jenis, krireria dan jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diatur oleh Peraturan Desa. 

~ Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( l} dibiayai dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Bagian Kedelapan 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

d apabila musyawarah mufa.kat tJdalt tereapai, pengambilan keputusan 
dilakukan dengan cara pernungutan suara, 

e p,emungutan suara sebagaimana dtmaksud dalam huruf d dinyatakan 
sah apabila disetujui oleb paling sedikit ~ [satu perdual ditambah 
1 (satu] dan jurnlah anggota BPD yang nadir; dan 

f hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan 
dilampm notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris 9?0. 



Pasal 38 
Paniua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdui dari 
perangkat Desa dan unsur masyarakat. 

- Jumlah anggota paniua disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan 
pembiayaan. 

- Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kcpada 
8PD. 

- Dalam ha! anggota panitia tidak melaksanakan cugas dan kewajiban dapat 
diberhentikan dengan keputusan BPD. 

Pasal 37 

BPD mernbentuk pantia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia 
:,emilihan Kepala Desa antarwaktu. 
Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) ditetapkan 
dengan keputusan BPD. 

Bagian Kesepuluh 
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 

, Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan 
..:ondisi sosial budaya masyarakat, diantaranya lem.baga kemasyarakatan 
RT, RW, Karang Taruna dan LPM). 

~ Jerus, kriteria dan jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
a vat (4) diarur oleh Peraturan Desa. 
•,!us,·awarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari 
-\nggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

perwaldlan kelompok masyarakat tidak mampu. , 

' • 

perwakilan kelompok tani: 
perwakilan kelompok nelayan; 

6 perwakilan kelompok perajin; 
h perwakilan kelompok perempuan; 

perwakilan kelompok pemerhati dan, pelindungan anak: dan 

Pasal 36 
1 Musyawarah desa unruk pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panioa 

'.!usyawarah Pengisian BPD. 
_ ?anma sebagaimana dimaksud pada ayat ( !) dibentuk oteh Kepala Desa. 
3 Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diikuti oleh peserta yang 

terdm dan 
a tokoh budaya: 
b tokoh agama: 
c tokoh masyarakat: 
d tokoh pendidikan; 

Bag,an Kesemtnlar. 
?e~·elengga.'llall ~fusyawa.-ah Desa untuk Pengisian Anggo<a BPD 



Pasal 42 
3?D dan Kepala Oesa mernbahas dan menyepakati rancangan Peraturan 
Desa yang diajukan BPO dan atau Kepala Desa. 
~rnbahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
~: at ( I) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. 
'lancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana 
c.rnaksud pada ayac ( l) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah 
mternal BPD paling iambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 
-ancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. 

Pasal 41 
- ?9 menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalarn 
asa 40 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (rujuh) hari sejak diterimanya 
-.,ran hasfl pemilihan Kepala Oesa dari panitia pemilihan. 

Pasal 40 
BPO menyelenggarakan rnusyawarah Desa khusus unruk pemilihan KepaJa 
Desa antarwaktu. 

• Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
d!lakukan untuk mengesahkan calon Kepala Oesa yang diajukan panitia 
serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih. 

Forum rnusyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih 
sebagennana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan 
kepada BPD. 

Bagian Kesebelas 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Onruk 

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu 

Pasa! 3'1 
l ?amaa sebagarmana dunaksud pada Pasal 37 ayat (1) melakukan 

pen;anngan dan penyanngan bal<a1 calon Kepala Oesa antarwaktu. 
• Penyanngan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling 

sedikn 2 (dua] orang dan paling banyak 3 {tiga) orang. 
:>a!am ha! jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 
3 (nga]. oaruna rneiakukan seleksi tambahan dengan r.nenggunakan ~teria 
memilikf pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, 
usra dan persyaratan Jain yang ditetapkan Bupati. 

~ Dalam ha! bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dual 
orang, paniua memperpanjang wakru pendaftaran selama 7 (rujuh) hari. 

~ ::ialam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 
2 (dua] setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai 
dengan waktu yang ditetapkan kemudian. 

Bagian Kedua belas 
Pembahasan dan Penyepakatan 

Rancangan Peraturan Oesa 
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Pasal 46 
BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 

Bagian Keernpat betas 
Evaluasi Laporan Keterangan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Pasal 45 
-,siJ pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
e,; .am pasal 44 ayat [ 1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. 

Pasal 44 
8PD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. 

- ?elaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui: 
a perencanaan kegiatan Pemerintab Desa; 
i> pelaksanaan kegiatan: dan 
r pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Sentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
monitoring dan evaluasr, 

Bagian Ketiga beias 
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 

Pasal 43 
~am ha! pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepal'.'­ 
o.,sa tid.ak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil 
.:e;,utusan dengan disertai catatan perrnasalahan yang tidak disepakati. 

_ ~ngan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayar (IJ dapat 
<'->!IJ<>kan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan 
permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hart sejak 
"'u~·awarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan 
i,embmaan 
-mdaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 
:!apat berbentuk: 
a penghentian pembahasan; atau 
o pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakaran 

rancangan Peraturan Desa. 
- '"'indaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada 

a,-at (3) buruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk 
3upati. 

- ~ pembahasan =gan Peraturan Oesa sebagare:,ana 
cmaksud paaa ayar l, an= 8l'D dan h.epala Dese unruk pereeme kaJi 
dilal,.'Ukan pahng lama 30 loga puluh) han .sejak pelaksanaan musyawarah 
a: ternal BPD. 
~p pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan 
;,roses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. 
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Pasal48 
:)aJam rangka menciptakan hubungan kerja yang hannonis dengan 
?emerintah Desa dan lernbaga Desa !ainnya, BPD dapat mengusulkan 
apada Kepala Desa unruk membentuk Forum Komunikasi Antar 
.... iembagaan Desa atau FKAKD. 
-oo,um sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) terdiri dari unsur 
~tua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk, 
7orum sebagaimana dimaksud pada ayar (2), ditetapkan dengan keputusan 
""µala Oesa. 
- sgas forum sebagaimana dimaksud pada ayar (1) menyepakati dan 
tnenyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa. 

Bagian Kelima belas 
l&e=iptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan 

Lembaga Desa Lainnya 

Pasal 47 
::?:I melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 [sepuluhl hari kerja sejak 
s.L_??O direrima. 
~kan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
:l?!)dapat: 
&. membuat catatan tenrang kinerja Kepala Desa: 

meminta keterangan arau informasi: 
:ntnyatakan pendapat; dan 

~ memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa. 
!li,,;un ha! Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana 
6.naksud pada ayat (2) huruf b, BPD retap melanjutkan proses 
P""" ·elesa,an evaluasi LKPPD dengan mernberikan catatan kinerja Kepala 
;;,,,s.a 
£;,aiuas, LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) menja<li bagian dari 

;,oran kinerja BPD. 

u.as, taporan sebagam::ana dunaksud pada ayat ! merupakan evaruasr 
EU k:nelJa Kepala Desa selama '. saru tahun anggaran, 
;:.&'oanaa..'l evaluasi sebagam:ana dimaksud ayat (1) dilakukan 
te:easarl<an pnnsip dernokratis, respcnsif, transparansi, akuntabilitas dan 
~ 
£n!uasl pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
c;a: (II mehpun : 
a.. .:apaian pe!aksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa; 

capa,an pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi 
Llan Pemermtah Kabupaten/Kota: 
Caparan ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan 
:>et"Undang-undangan:dan 
?-estas1 Kepala Desa. 

~aan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11 merupakan 
~n dari !aporan kinerja BPD. 



Pasal 51 
P=,,:,inari dan anggora BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan 
R:>agaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (l) huruf e . 

..r.: angan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) meliputi tunjangan 
.-,,;a;_sanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. 

_ --,;angan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
• - 21 merupakan tunjangan kedudukan/jabatan. 
:\. njangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 

_::,;angan kesehatan dan tunjangan kinerja. 
- _:::a.'lgan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 
_;,,angan atas biaya premi BPJS dengan nilai disesuaikan nilai yang 

be:iaku pada tahun yang bersangkutan. 

-"!-.:got.a BPD berhak: 
L =ngajuk~.n usu! rancangan Peraturan Desa; 

mengajukan pertanyaan: 
,,,.,.nyampaikan usul dan/atau pendapar; 

_ rnemilih dan dipilih; dan 
• mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
~ anggota BPD sebagairnana dimaksud pada ayat ( I) huruf a sarnpai 
esan huruf d digunaka.n dalam musyawarah BPD. 
Se-.2m hak sebagaimana dimaksud pada ayat ( !) BPD berhak: 
L rnemperoleh pengembangan kapasitas rnelalur pendldikan dan 

pelauhan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan 
sepern studi banding yang dilakukan di dalam negeri. 

- arg;,-an dari Pernerintah, Pemenntah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 
~ Kabupacen bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. 

Bagian Kedua 
Hak Anggota BPD 

Pasal 50 

bmta.k 
=g,,wa$1 dan rneminta keterangan tentang penyelenggaraan 
F-!::,trintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 
uen,atakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pdak:sanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pei""rda}'aa.n masyarakat Desa: dan 
.:.olC!apatkan biaya operasional pelaksanaan rugas dan Iungsinya dari 
A:igga-"2n Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 49 

BABV 
BAK, KEWAJlBAN DAN WEWENA-'fG BPD 

3agian Kesatu 
Hak SPu 



- ,;,.--eta BPD wajib: 
L -:emegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

.:ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
:nempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
.ndonesra dan Bhinneka Tunggal Ika: 

Pasal 55 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Anggota BPD 

Pasal 54 
m:ghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud 
c..t!am Pasal 50 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi = kabupaten/kora dalam 2 (dual kategori: 
- kategori pimpinan: dan 

.:ategon anggota, 
"<'l.aksanaan penghargaao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
~rpedoman pada Peraturan Menteri. 

Pasal 53 
=ra-.a~'San pengembangan kapasitas sebagaimana di.maksud dalam Pasal 50 

• 3 huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan 
~. 

Pasal 52 
t:;:;ior..g,an kedudukan/jabacan anggota BPD sebagaimana dimaksud 
..,..,..,, ?asal S l ayat (31 dibenkan berdasarkan kedudukan anggota dalam 
1<;,2:ubagaan BPD. 
-..,.,.0gan kmerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), dapat 
C::.,:... 'Gn dalarn ha! rerdapat penambahan be ban kerja. 
-~.gan lonerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oersumber clari 
~patan Asli Desa. 
--;,::,gan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan 
ll>e:!!r' ... ao sebags, berikut: 
_ 3?!> telah menyampaikan Laporan kinerja BPD secara tertulis kepada 

Supao rnelalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan 
,rum musyawarah Desa secara rertulis dan atau lisan . 
...aporan kinerja BPD sebagaimana chmaksud pada huruf a, 
disampaikan kepada kepada Bupati melalui Camat paling lambat 
tanggal 30 April pada Tahun Anggaran berikutnya, 

:esaran runjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
·.erapkan oleh Bupati. 

- -_-~ kesenatan sebagaima:na dimaksud pada avat .,. dan ayat (5 
--· - ... a.11 ~bagai benkut. 

L lieu.a S?D mernperoleh ranjar.gan sebesar premi BPJS Untuk kelas I: 
'iii..,. . Kerua BPD, Sekretans BPD dan anggota BPD memperoleh 
=,a-'>gan sebesar premi BPJS untuk kelas n. 



3P!l berwenang: 

~ mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi: 
• menyamp~1kan aspirasi masyarakat kepada Pemenntah Desa secara Jisan 

dan tertulls: 
mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangaonya; 
melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; 

e meminta keterangan tenrang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ke da 
Pemerintah Desa; pa 

Bagian Kelima 
Kewenangan BPD 

Pasal 58 

Pasal 57 
..aporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana 
c.unaksud dalam Pasal 56 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja 
BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, 

_ Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa 
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 56 ayar (3) merupakan wujud 
pertanggungjawabi)n pelaksanaan rugas BPD kepada masyarakat Desa. 

Pasal 56 
c.aporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD 
calam I [saru] tahun anggaran. 
~ran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I} dibuat dengan 
s:s~maoka: 
O dasar hukum, 
o pelaksanaan tugas; dan 
, penutup . 
.aporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilaporkan 
secara tertulis kepada Bupati melalui Camat ser-ee disa.m.~n kepada 
uspala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau tisan. 

- __.aporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan 
:>almg lama 4 (empat) bulan setelah selesai tabun anggaran. 

Bagian Keempat 
Laporan Kinerja BPD 

~sanakan keh!dupan demokras: :rang berkeadilan gender dalam 
p,:-nyelenggaraan Pernermtahan Desa. 
-,,.,ukhulukan kepennngan umum di atas kepennngan prtbadi, kelompok. 
_ .... ata1.... goJongan. 
-.rghonnau rulai sosial budava dan adat rsuadat masvarakat Desa· . . ' 
-.en;aga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 
:\o=nntah Desa dan lembaga desa lainnya; dan 
::iengawal asprrass masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan 
:c,nyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan 
~=enntahan Dess berdasarkan tata kelola pemerincahan yang balk. 



Pasal 61 
a operasional pengisien anggota BPO dan kegiatan BPO lainnya 

c!lebankan kepada APBOesa. 

Bagian Kedelapan 
Biaya Operasional 

!'c=ataan pendapat se bagaimana dimaksud pad a ayat (I) meru pakan 
<t11 ... pulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas 
,;,,=: elenggaraan Pemerintahan Desa. 
"'-' .ian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 
;:,e::-bahasan dan pendalarnan suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan 
_c.c, '"""8 dilakukan dalam musyawarah BPO. 
- .. rusan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berdasarkan hasil 

• awarah BPD. 

Pasal60 
:'?:> menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan 
~ - 

Bagian Kerujuh 
Pemyataan Pendapat 

Pasal 59 
3?'CI ille'2l<Ukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
~ Kepala Desa. 

- ·:Jnng dan evaJuasi sebagimana dimaksud pada ayat (lJ te.rhadap 
=..anaan. pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan 
.;<esa 

Bagian Keenam 
Pengawasan 

:z::3autan pendapat atas penye.enggaraan ?emenntaban Desa, 
:r"z\::se-,,an pembangunan Desa. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
~...aiaan masyarakat. Oesa. =--~ aspiras; masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan 
~;sg.a.-aan Pemenntahan Desa serta mernpelopori penyelenggaraan 
-::,c:.::..,.l-.an Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; =- ., _-r...n. peraturan tata ternb BPD; 
,..,..,...,ampa:kan Japoran hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada 
~;:.-::, oelalui Camat; -....,,=--~. dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD 
- *"* rerruhs kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa; 

, :;g,e.o<a biaya operasional BPO; -~·-= pernbentukan Fon,m Komunikasi Antar Kelembagaan Desa 
........ ,,. ,,epala Desa; dan 
!lk~k;;lka.., kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan 
e:a:':Ds· penyelenggaraan Pemerintahan Oesa. 



""'1gaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud 
=da ayat i31 huruf e meliputi: 
._ tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa; 

konsultaei mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; 
cata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan 

- tara cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. 
- °"'1gaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD 

sebagairnana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi: 

::>enga,uran mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dima.ksud 
;:>icda ayat ( I} huruf b meliputi: 
iL penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir 

lengkap; 
~ penerapan pimpinan musyawarah, apabila kerua BPD berhalangan 

hadir; 
penetapan pimpinan musyawarah apabila kerua dan wakil ketua 
berhalangan hadir; dan 
penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan 
bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD 
antarwaktu. 

C?D menyusun peraturan tata certib BPD. 
Pt-,;,ruran tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibahas 
dr, rusepakati dalam musyawarah BPD. 
maturan rata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling 
911!dikJt rnemuat: 

i. keanggotaan dan kelembagaan BPD; 
iungsi. rugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; 

r waktu musyawarah BPD: 
_ pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; 
~ tata cara musyawarah BPD; 

tata laksana dan ha.k menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan 
! pembuatan berita acara musyawarah BPD. 

• =engaruran mengenai wakru musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
;a,·at 13) huruf d meliputi: 

pelaksanaan Jam rnusyawarah; 
tempat musyawarah; 

, jenis musyawarah; dan 
v daitar hadir anggota BPD. 

Pasal 62 

BAB VII 
PERATURAN TATA TERTIB BPD 

aa,n a operasaonal sebagai:nana c=akst;d pada ayar '! digunakan unruk 
_kcngan pelaksanaan fungs,dan rugas BPD 

. aa biaya cperaeional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
· , ,-,, natikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan 
..=- 



25 

Pasal 65 
~== .... ms buku adrninistrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum -.= ...:npiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 64 
,._ • ..,,. • ., pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada: 

~ 
~ ?rO\'lnsi: 
?90 Kabupaten; 
~~dan 

==" Iain yang sah dan tidak mengikat. 

BABIX 
PENDANAAN 

,:v-:niasihtasi dukungan kebijakan; 
~_yt.sun Peraturan Oaerah Kabupaten/Kota; 
,-,.mberikan birnbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi 
J"'l';.aksanaan kebijakan: 
""'1aksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan 
tertentu: dan 
=iberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD; 

Pasal 63 
;,an melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan 

o;,c,., BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa di wilayahnya. 
-=bmaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

BAB vm 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

pemt,enan pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; 
!!.:, 

t:ldak lanjur dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati. 
~:.;-.,..:an mengenai penyusunan berita ~ca~ musyawarah BPD 
~,;-.ana drmaksud pada ayat (3) huruf g melipuu: 

p!"!lf' .... S.J.nan norulen rapar; 
;:,en,·_sunan benta acara; 
l::r.r.at benta acara: 
pe:u"dac.anganan berita acara; dan 
.,enya.mpaian benta acara, 

P"=benan pandarrgan rerhadap pelaksanaan Pemermrahan Desa. 
.-c:c$ampa,.an jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan 



i UJU 

~RITA DAERAH KABUPATEN BEKAS! TAHUN 2018 NOMOR 6 

- ·r.dangkan di Cikarang Pusat 
?ada tanggal St Januari 2018 

, ARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI~ ! 
HJ. NENENG HASANAH YASIN 

no 
BUPATI BEKASI, 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal; 31 Januari 2018 

Pasal 69 
-..:uran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

_. senap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
- pari ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaeen Bekasi. 

Pasal 68 
saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bekasi 

·,a=<>· 34.A Tahun 2011 tentang Pedoman Pel.aksanaan Pembentukan Badan 
...,.,._ syawaratan Desa di Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak 
::.,dal.-u 

Pasal 67 
·...;.; yang be!um diatur dalam Peraruran Bupati mi, sepanjang mengenai = pclaksanaan pengisian BPD diarur dalam tata tertib Panitia. 

BABXl 
KETENTUAN PENUTUP 

•..:-;;&Ota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberi penghargaan 
dar atau pesangon sesuei dengan kemampuan keuangan Peme,rintah 
Kac,upaten. 

P--..sa..66 
~ta 3PD dan Desa yang mengalarru perubahan status Desa menjadi 

rahan penggabungan 2 {dual Desa atau lebih menjadi 1 (saru) Desa, 
p,,mekaran arau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari 

ha• annya 


